Mcimbang

Mcngingat

QANUN DALERAI KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 24 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA »
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PLRLINDUNGAN MASY ARAIS.L\'I

KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH >UBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEIT SINGKIL

a. bahwa dalam rangka pclaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun

{o

('S

1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 ‘Tahun 2000 tentang Organisast Perangkat Dacrah perlu
dilakukan penyusunan dan penycsuaian Susunan Organisasi dan Tata
Kerja  Badan  Kesatuan  Bangsa dan  Perlindungan Masyarkat
Kabupaten Aceh Singkil yang scsuai dengan potensi dan kebutuhan
Dacrah, yang mampu mengakomodasikan pelaksanaan Otonomi
Dacrah dengan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab
sccara prolcsional;

bahwa untuk maksud tersebut perlu menctapkan dalam suatu Qanun.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan
Dacrah Otonomi Provinst Acch dan Pcrubahan Pembentukan
Provinst Sumatra Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 1092);

Undang-undang Nomor 8§ Tahun 1974  tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
199 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-undang Nomor [4 Tahun 1999 {tentang Pembentukan
l\abupat(,n Acch Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tcnlang Perimbangan
Kcuangan antara Pcmcerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lecmbaran Negara Nomor 3848):




5. Pcraturan Pemcrintah Nomor 84 Tahun 2000 tcntang Pedoman
Orpanisasi Perangkat Dacrah ( Lembaran Ncgara Nomor 165 tahun
2000 );

6. Pcraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kcewenangan Propinsi scbagat Daerah Otonom
(Lembaran Ncgara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952).

Dengan Persctujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYA'T' DAERAII KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menctapkan . QANUN KABUPATEN ACENl  SINGKIL TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN  BANGdA  DAN  PLRLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN ACEI SINGKIL

BAB 1
hETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun 1 dimaksud dengan:

a. Dacrah adalah Kabupaten Acch Singkil

b. Pcemerintah Dacrah adalah Pemcrintah Kabupaten Acch Singkil

¢. Bupati adalah Bupatt Kabupaten Acch Singkil.

d. Badan Kcsatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

c. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Pcrlindungan Masyarakat.

[ Renstra adalah Rencana Strategis Instanst Pemerintah  Badan
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Kabupaten Aceh Singkil.

o Lakip adalah Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instanst Pemerintah
Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Kabupaten Acch Singkil.

BAB 1
iKEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur
penunjang Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.



Pasal 42

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksa
schagtan tugas badan  kesatuan bangsa dan perlind
masyarakat;

(2) Jumlah tenaga fungsional  di tentukan berdasarkan silat
dan beban kerja badan;

ngangkatan terhadap tenaga sesuai  dengan Per.
perundang-undancan yany berlaku.

BAB XII1
PENGANGIKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALA!
JABATAN

Pasal 43

(1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masy:

d: angkat dan di berhentikan oleh Bupati;
(2) Kepala Bidang, sckretariat dan Sub di lingkungan |
nesatuan banzsa dan perlindungan masyarakat di angkat

berhentikan oleh Sckretaris Dacrah atas pelimpahan wew
: at: Jengan memperhatikan usul dari Kepala

BAB X1V
TATA KERJA

Pasal 44

Semua wm kerja mgkungan Badan Kesatuan Bangsa
—rimcamees Masvorakat dalam melaksanakan tugasnya y
RCDCTCh somsipprinsip koordinast  intergrasi

- heme Sedam olam mclaksanakan  tugasnya  mclak
zai= ~ San henzontal  dengan instansi terka

Pasal 43



—) Baxdon Kcsatuan Bangsa dan Periindungan Masyarakat di pimpim olch
scorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggune jawab
kepada Bupati melalui Sckretaris Daerah.

DADB II
TUGAS

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan  Perlindungan  Masyarakat Kabupaten
mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah
Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

SAD 1V -, :
FUNGSI

Pasal 4

Dalam menyclenggaraan tugas scbagaimana dimaksud dalam pasal 3
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi

d.

Rumusan  kebijakan  teknis  di  bidang  kesatuan bangsa dan
perlindungan masyarakat;

Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;

Pclaksanaan tugas teknis opcrastonal dibidang hubungan antar
Lembaga, kesatuan  bangsa dan periindungan masyarakar
demokratisasi, penanganan  dan kesiagaan aktual yang muncul
dimasyarakat berdasarkan Kebijakan Bupati:

Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan yang
meliputi urusan perencanaan dan program kerja kantor, Kepceawaian,
keuangan dan umum.

BAB Y
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 5

susunan organisasi  dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

.

f..n -L. LJ D

=

Kepala Badan;

Sckretariat;

Bidang [ubungan Antar Lembaga dan Perl indungan Masyarakat;
Bidang Kesatuan Banesa:

Bidang Kujian Strategis;

Bidang peningkatan SDM dan SAT Perlindungan Masyarakat.



BAD VI
KEPALA BADAN

Pasal 6

(1) Kepala Badan  berkedudukan  dibawah dan  bertanggung  jawab
langsung kepala Bupati mclalur Sckretaris Daerah;
(2) Kepala Badan mempunyar Tugas:

d.

L

Mcrumuskan dan  menycelenggarakan, mengendalikan  dam
mcmimpin Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
dalam pclaksanaan tugas yang ditctapkan berdasarkan peraturan
pcrundang-undangan yang berlaku dan Kebrjakan Pemerintah
Dacrah;

Menyiapkan kebijakan umum  pemcrintah Daerah di bidang
kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat di Dacrah;
Mecnctapkan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa danm
perlindungan masyarakat  di Dacrah yang menjadi tanggung
jawabnya sesuai kebijakan yang di tctapkan Bupatt;  °
Mclaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisaast yang
menyangkut  bidang  kesatuan  bangsa dan  perlindungan
masyarakat dan;

Mclaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan Olch Bupati;
Mcnyiapkan Renstra dan Lakip badan kesatuan bangsa dan
perlindungan bangsa.

BAB VI
SEKRETARIAT

Pasal 7

(1) Sckretartat  adalah  unsur  pembantu  pimpinan  dir bidang

pembinaan administrasi;

(2) Sckretariat di pimpin oleh sckretaris yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Yasal 8

Sckretariat  mempunyar tugas pokok melaksanaan scbagian tugas
Kepala Badan di bidang Kkesckretariatan yang meliputi di urusan
umum, pengelolaan, kepegawailan, keuahgan, dan perlengkapan serta
memberikan pclaksanaan tecknis dan administratif kepada Badan dan
scluruh kesatuan organisasi lingkup Badan

Pasal 9

Untuk mcnyclenggarakan tugas scbagaimana terscbut pada p'lbal 3,
bagian sckretariat mempunyai tugas

5y

Bagian urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan
kepustakaan;

Penyusunan Qanun dan peraturan perundang- undangan;
Pengelolaan  admumistrast kepegawalan dan kescjahteraan
Pcgawal, keuangan dan gaji Pegawai;

Pengclolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor;



Pclaksanaan pelayanan tckmis administrast Kepala-kepala dan
scmua unit organisast 3adan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat;

. Pelaksanaan tugus-tugas lain yang diberikan olch Kepala Badan;
5. Menyrapkan Renstra dan Lakip Bagian Sckretariat.

iﬁ

Pasal 10

(1) Sckretarat terdir dari :
b. Sub Bag Umum;
¢.  Sub Bag Kcuangan;
d. Sub Bag Tatalaksang, - _

(2) Sctiap Sub Bag dipimpin olch scorang Kepala Sub Bag yang
dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 11

Sub Bag Umum mempunyai tugas :

Menyusun formast Pegawai dan perencanaan Pegawai;

Mcngelola administrasi tentang kedudukan dan hak Pegawai;

Mclakukan urusan surat menyurat, pengetikan penggandaan dan

tata kearsipan;

4. Menyusun rencana kebutuhan dan  melaksanakan  kegiatan-
kegiatan sckretariat serta pemclibaraan perlengkapan opcrasional
dan peralatan kantor;

5. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan
dan kecamanan kantor:

L 6D

6. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan:
7. Menyiapkan Renstra dan Lakip Sub Bag Umum.

dasal 12

Sub Bag Kcuangan mempunyai tugas:

ks

W 1

o

Menghimpun data dan menyimpan bahan  dalam rangka
pcnyusunan anggaran rutin anggaran pembangunan;
Mclaksanakan pengelolaan keuangan, pembayaran gaji Pcgawai:
Mcnyusun  Laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan
Pengelolaan Kcuangan;

Meclakukan tugas-tugas lain yang diberikan och atasan:

Mcmbuat Renstra dan Lakip Sub Bag Keuangan.

Pasal 13

Sub Bag Ketatalaksanaan mempunyai tugas:

1

tJ

Lo

-

Mengumpulkan dan mengelola data untuk bahan penyusunan
program,; | '
Mclaksanakan analisa, cvaluasi dan pengendalian melaksanakan
program;

Mcrumuskan dan membuat petunjuk teknis kegiatan:

Merumuskan dan melaksanakan Penataan Organisasi:
Menghimpun Lakip dari Bagian Sckretariat dan Kepala Bidang;
Menyiapkan Renstra dan Lakip Sub Bae Ketatalaksanaan.



BAD VIII
BIDANG HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA

Pasal 14

(1) Bidang Hubungan Antar Lembaga adalah unsur pelaksanaan teknis
di Bidang hubungan antar lembaga; o

(2) Bidang Hubungan Antar Lembaga di pimpin oleh scorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan. |

Pasal 15

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan
scbagai tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di
bidang antar lembaga secara menyeluruh.

Pasal 16

Untuk menyclenggarakan lugas-tugas scbagaimana terscbut pada Pasal

15, Bidang Hubungan Antar Lembaga mem punyai fungsi: |

a. Menghimpun data dan menyiapkan, bahan dalam rangka koordinasi
dan singkronisasi penyusunan program di Bidang Hubungan Antar
Lembaga;

b. Penyusunan  program  fasilitas Pelaksanaan  hubungan dengan

lembaga Iegislatif, lembaga penyclenggara pemilu, partai politik,

organisasi kemasyarakatan, organisasi profesinal dan lembaga

swadaya masyarakat;

Pengkoordinasian tugas dan program Antar Lgmbaga dengan

Instansi atau [cmbaga terkait:

d. Pclaksanaan evakuasi dan pelaporan tugas serta program hubungan

antar lembaga ; dan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olch Kepala Badan:

[. Menyrapkan Renstra dan Lakip.

o

Pasal 17

(1) Bidang Hubunngan antar Lembaga dan Perlindungan Masyarakat
terdirt dari :
a.  Sub Bid Hubungan Lembaga Legislaitf dan Eksckutif,
'b. Sub Bid Kclembagaan Organisasi Masyarakat Propesional dan

LSM;

¢. Sub Bid Hubungan Partai Politik. |

(2) Masing-masing sub bid scbagaimana terscbut dalam ayat (1) di
ptmpin olch scorang Kepala Sub Bid kas; yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Hubungan Antar Lembaga dan
perlindungan masyarakat sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 18

Sub Bid Lembaga Legisatil dan Eksekutif mempunyal tugas

L. Menghimpun mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan
hubungan legislatif:



=. Mclakukan  Koordinasi, konsuitas: dan kerja sama donmean
lcgislatit’ scrta dan instansi dan atau lcmbaga terkait dalam
rangka lastlitas pengembangan sistem politik;

Mclakukan koordinasi, konsultasi dalam rangka memfasilitasi
proscs penggantian antar waktu anggota DPRD:

L)

4. Mclakukan cvaluasi dan menyusun laporan kegiatan fasilitas
hubungan dengan lembaga legislatil’

L

Mclaksanakan scbahagian tugas kepala bidang hubungan antar
lembaga dengan himpunan masyarakat;

6. Mclaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan:

7. Menytapkan Renstra dan Lakip  Sub Bid Hubungan Lembaga
Legislaul dan Eksckutif’

Pasal 19
;

Sub Bid Kclembagaan organisasi  masyarakat profest dengan

lembaga swadaya masyarakat (LSM) mempunyal tugas :

1) Menghimpun dan mengelola data  dalam rangka menyusun
kegiatan hubungan dengan organisasi-organisasi profesi dan
lcmbaga swadaya masyarakat;

2) Meclaksanakan koordinasi , konsultasi dan kerja sama dengan
organisasi masyarakat scrta instansi dan atau lcmbaga terkait
dalam rangka persentasi perbedayaan lembaga infrastruktur
politik;

5) Menghimpun dan menyusun data keberadaan jumlah dan
Kegratan organisasi kemasyarakatan organisasi dan propest dan
(LSM); ' .

4) Meclakukan  cvaluasi  dan  menyusun laporan  tentang
perkembangan kegiatan [asilitas  hubungan dengan organisasi
kemasyarakatan, organisasi propesi dan (LSM):

5) Mclaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan:

6) Menyiapkan Renstra dan Lakip  Sub Bid [Kelembagaan
Organisasi Propesi dan LSM. -

Pasal 20

Sub Bid Hubungan Politik mempunyai tugas

1) Mcnghimpun  dan  mengelola data dalam rangka menyusun
kegiatan hubungan dengan Partai Politik: f

2) Meclaksanakan koordinasi konsultasi dan kerjasama dengan
Partar Politik dalam rangka fasilitasi pelaksanakan pendidikan
pengembangan sistem politik; _

3) Mcnghimpun dan menyusun data keberadaan jumlah dan
kegratan Partai Politik;

4) Mclaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung;

5) Menylapkan Renstra dan Lakip  Sub Bid Hubungan Partai
Politik.

Pasal 21

(1) Bidang Kesatuan Bangsa adalah unsur pclaksanaan tcknis
bidang Kesatuan Bangsa;



{Z) Budang Kcsatuan bangsa di pimpn oich scorang sopaia bedamr

-
M
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yang bcrada di bawah dan bertangsune jawab kepada ACpala
Badan.

Pasal 22

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tueas melaksanakan scbagian
tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di
3idang Kesatuan Bangsa.

Pasal 23

Untuk menycelenggarakan tugas pokok di maksud dalam pasal 20

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas :

a) Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka
koordinasi dan singkronisasi, penyusunan program di bidang
Kesatuan Bangsa; ,,.

b) Menyusun program fasilitas pelaksanaan Keglatan pecmbauran
bangsa dan wawasan kebangsaan;

¢) Mcngkoodimasikan tugas dan program kegiatan pcmbauran
Bangsa Ketahanan bangsa dan wawasan kebangasaan dengan
Instansi atau lembaga terkait:

d) Mclaksanakan cvaluasi dan pclaporan tugas scrta program

kegiatan Pembauran Bangsa Kctahanan Bangsa, dan wawasan

kebangsaan;

Meclaksanakan scbagian tugas-tugas pokok-yang dibcrikan olch

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat:

[)  Menyiapkan Renstra dan Lakip Kepala Bidang Kesatuan
Bangsa.

)
i’

Pasal 24

(1) Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari -

a) Sub Bib Pecmbauran;
b) Sub Bib Ketahanan Bangsa;
¢) Sub Bib Wawasan Kebangsaan.

(2) Masing- masing Sub Bid scbagaimana tersebut dalam pasal 24
ayat (1) di pimpin olch scorang Kepala Sub Bid yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kcepala Bidang Kesatuan
Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Sub Bid Pembauran Bangsa mempunyai tugas :

1) Menghimpun dan mengelola data dalam menyusun kegiatan di
bidang pembauran Bangsa;

2) Melakukan fasilitas untuk meningkatkan pembauran antar
golongan ctnis, suku serta umat beragama di berbagal aspek
kchidupan bermasyarakat;

3) Mclakukan koordinasi dan kerja sama dengan kerja sama
dengan instansi dan atau lembaga terkait;

4) Melakukan cvaluasi dan pclaporan terhadap kegiatan di bidang
pcmbauran bangsa;

>) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dtsan:



6) Mcoyrapkan Renstra dan Lakip Bagiam

Bangsa;
7} Mcngecrak  usaha-usaha  pembauran  dalam Kcelndupon
masyarakat.

Pasal 26

Sub Bid Ketahanan Bangsa mempunyai tugas:

1) Mcnghimpun dan mengelola data dalam rangka mcenyusun
kegiatan di bidang ketahanan bangsa;

2) Meclakukan fasilitasi untuk memantapkan kctahanan politik,
mcningkatkan pembauran antar golongan ctnis, suku scrta
ummat beragama di berbagat aspek kehidupan bermasyarakat;

3) Mclakukan koordinast dan kcrja sama dengan instansit dan atau
lcmbaga terkait;

4) Mclakukan cvaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan di bidang
kctahanan bangsa; .

5) Meclakukan tugas-tugas lain yang diberikan atasan;

6) Melaksanakan pcenataran/pelatihan bel negara dan aparatur
pemerintah dan masyarakat;

7) Mcnyiapkan  Renstra dan Lakip bagian Sub Bid ketahanan
[3angsa.

Pasal 27

Sub Bid Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :

1) Mcnghimpun dan mengelola data dalam rangka menyusun
kcgiatan di bidang Wawasan Kcebangsaan;

2) Meclakukan fastlitast untuk meningkatkan kualitas wawasan
Kebangsaan bagi scgenap masyarakat;

3) Meclakukan koordinasi dan kerja sama dengan mstansi dan ataw
lcmbaga terkait;

4) Mclakukan cvaluast dan pelaporan;

5) Meclaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan;

0) Mecnylapkan Renstra dan Lakip bagian  Sub Bid Wawasan
Kcbangsaan.

BAB X 2
BIDANG IKAJIAN STRATEGIS

rasal 28

(1) Bidang kajian strategis adaiah unsur peiaksanaan tcknis di
bidang kajian stratcgis;

(2) Bidang kewajiban stratcgis di pimpin olch scorang Kepala
bidang kajian strategis yang berada di bawah bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.

2asal 29

ob

Bidang strategis mempunyai tugas mclaksanakan scbag .
Badan Kcsatuan Bangsa dan Badan Pcrlindungan Masyarakat di
bidang Kajian stratcets.



Pasal 30

Untuk menycelenggarakan  tugas scbagaimana terscbut pada pasal
27 Bidang Kajian Strategis mempunyal fungsi :

a)
b)

C)

d)

y

G=
~—

19

Mcnghimpun  dan menyiapkan bahan koordinasi dan
singkronisasi penyusunan program di bidang kajian stratcgis;

Menyusun  program dan [asilitasi dan pelaksanaan kajian
strategis di bidang politik, ckonomi serta sosial budaya;

Mengkoordinasikan  tugas-tugas program kegiatan [asilitasi
pengkajian strategis di bidang politik, ckonomi dan sosial
budaya dengan mstanst dan atau lembaga terkait;

Mclaksanakan kajian strategis di bidang politik ckonomi dan
sostal budaya;

Mclaksanakan cvaluasi dan pelaporan tugas scrta program
kegratan fasilitasi  kajian strategis di bidang politik, ¢konomi
dan sosial budaya;

Melaksanakan  tugas-tugas lain yang diberikan olch Kepala

Badan:

Menyiapkan Renstra dan Lakip Bagian Bidang Kajian Strategis.
Pasal 31

Bidang kajian strategis terdiri dari :

a) Sub Bid IPOLEKSOSBUD:

b) Sub Bid PEMILU;

c) Sub Bid HAM.

Sctiap sub bidang di pimpin oleh sub bid yang dalam
mcnjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Badan Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat.

Yasal 32

Sub bid Ipolcksosbud mempunyai tugas

[

I

P L

Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau
lembaga terkait dalam rangka melakukan kajian strategis di
bidang ipolcksosbud: ;

Melakukan evaluasi terhadap kegiatan  kajian strategts  di
bidang ipoleksosbud: '
Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan atasan;
Mcnyiapkan

renstra dan lakip bagian sub ipolcksosbud.

Pasal 33

Sub Bid Pemilu mempunyai tugas:

#

Menghimpun  tugas  dan  mengelola  data  dalam rangka
menyusun  keglatan - hubungan dengan  Icmbaga
penyclenggaraan Pemilu;



2. Mclakukan koordinasi konsultasi dan kerja
lembaga terkait dalam raneka fasilitasi
Pemilu:
5. Mclakukan  cvaluasi dan  pemantauan dalam Kcgiatan

penycelengeara Pemilu:
4. Mclaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan;

5. Menytapkan Renstra dan Lakip bagian Sub Pemilu

Pasal 34

Sub Bid HAM mempunyai tugas:
I Mclakukan kajian strategis di bidang pemajuan HAM:

2. Mclakukan koordinasi, dan kerja sama dengan instansi lain dan
lcmbaga —lembaga terkait dalam rangka melakukan kajian
. v . - . :
strategis di bidang pemajuan —pemajuan HAM;
3. Mclaksanakan tugas-tugas yang di berikan atasan;

4. Menyiapkan Renstra dan Lakip Bagran Sub HAM.

| BADB XI
PENINGKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN SAT LIN MAS

Pasal 35

(1) Bidang peningkatan SDM dan satuan Periindungan Masyarakas
adalah unsur pelaksana teknis di bidang peningkatan SDM
satuan Perlindungan Masyarakat: '

(2) Bidang peningkatan SDM satuan Perlindungan Masyarakat &
pimpin oleh scorang kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 36

Bidang Peningkatan SDM satuan Lin Mas mempunyai  tugas
melaksanakan  penyiapan Kebijakan  fasilitasi  pelaksanaan
peningkatan SDM dan Sat Lin Mas

Pasal 37

Untuk menycelengparakan tugas scbagaimana di maksud pada pasal
36 bidang peningkatan SDM dan Sat Lin Mas mcempunyai fungsi:

a) Menyiapkan  bahan perumusan kebrjakan  pendataan dan
pendaftaran penduduk anggota Sat Lin Mas:

b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan mctode pendidikan
dan latithan bagi angeota Sat Lin Mas-

@
i

e = -

vVenyiapkan  bahan  perumusan kebiiaban nemberdavaan
Mas:

L ]

[ R |

;= v -
cclembavaan Sat 1 on

e



D

F

Mclaksanakan scbagian tugas-tugas pokok Kepala Badan;

Cl.

Menytapkan bahan Renstra dan Lakip  bagian Sub
peningkatan SDM dan Sat Lin Mas.

Pasal 38

Bidang penimgkatan SDM dan Sat Lin Mas terdirt dari:
a.  Sub Bid pengkajian penelitian dan pelatihan:

h. Sub bBid Relokas! dan Retruks::

c. Subidsid Rehalibitasi.

Masing masing sub bid tersebut dalam ayat (1) di pimpin olch
scorang Kepala Sub Bid yang berada di bawah Kepala bidang
peningkatan SDM dan Sat Lin Mas

Pasal 39

Sub Bid Pengkajian, Penclitian dan Pelatihan mempunyai fungsi :

¥

t2

Lo

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan mengenai pengkajian
penclitian dan pelatthan SDM dan Sat Lin Mas; |

Mclaksa}ijakan tugas —tugas lam yang dlbcnkan atasan;
Menylapkan Renstra dan lakip bagian bub Bid Pc.ng,kaﬂan

Penclitian dan Pelatihan,

Yasal 40

Sub Brd R leka 1 dan Retrukst mempunyai tugas :

i

to

L)

Mmyudml\an dan menycdiakan pudoman dan 1;101\351 dan
kaOﬂblFLlL.bl penanggulang bencana; | o

MLILII\.‘)MMI\LIH persiapan pc.nyusunan potensi dalam
mcnnhadapl scgala kemungkinan buncana menurut mwkat
keadaang: =

Mclaks:m‘ak:m tugas-tugas lain yang di berikan atasan:
Menyiapkan  Renstra dan Lakip  bahagian Relokast  dan

Retrukst.

Pasal 41

>ub Bid Rehabihitast mempunyai tugas

.

to

Lsid

e

Menylapkan bahan kebijakan pembinaan dan mental dan f1sik
aktbat dart bencana;

Meclaksanakan kegiatan rehabilitasi - dan monitoring di bidang
masyarakat;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan:

ojan Rehabilitast.

Menytapkan Renstra dan Lakip baha

fI"



(X) Apabila  Kepala Badan berhalangan nu,mt.xl..mlum luﬂasnv
maka Repala badan harus menunjuk scorang pegawai untuk
melaksanakan tugas kepala dengan mempedomani daftar urut

kepangkatan  dan melaporkannya  kepada Bupatt H}-QLI[U[
Sciﬁ'z.‘:i::'fs Dacrah Kabupaten.

Pasal 46

(1) Scuiap  pimpinan  unit kc[ja dilingkungan  badan kesatuan
bangsa  dun  perli masyarakat wajib  melapor
pelaksanaan tueas secara bn.rlmla Kepada atasan;

(2) Scuiap laporan vang diterima oleh pimpinan unit kerja dari
bawahan mljlb diolah  dan dipergunakan scbagai  bahan
penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjulk '\cp..ld..l bawahan;

(3) Sctiap laporan yang di sampaikan wajib di tembuskan {cpada
pejabat lam vang scecara fungsional munpunval hubuny um I\CI'_JII

BADB XV
KEPEGAWAIAN

Pasal 47

(1) Jenjang l\t.,pans katan dan susunan Lupwawamn badan hwatuan

Bangsa ‘dan perlindungan masyarakat Acch Singkil d{« atur
sesual dcngan perundang undangan yang bc.rLILu i

S S
St

v o4 '.}.
SRR

(4) I n”ahhan jenis kepegawaian  dj SLbUdl dc,nmn ketentuan
pcrundang undangan yang berlaku. 0

BAB XV]
PEMBIAYAAN

& e e R
N oo s
[l T L
s 2 .'.-fb-.:-,‘n-}_.
U oy 3SR
l £ : i T -.,1'.q_
& S e ]
L, % 1 HERUITE )
‘l s 1 iy T 5 ':I:'-'; I
5 B A
: Fiaps

Scgala punl‘n'waan vang di perlakukan untuI\ lTlCL!I\‘nInI‘t]de]
kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Pcrlm‘fi ungan Mdsyztml\at
dibcbankan kcpada Anggaran Pendapatan Dacrah (APbD) 5(,rta
sumbu—sumbu lain yang sah dan tidak mcmvll\al |

DAD XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

Scluma belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Qanun Ini,

semua ketentuan vang ada dinyatakan letap berlaku sepanjane tidak
bertentangan dengan Qanun ini.
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